
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.489, 2019 KEJAKSAAN. Administrasi Intelijen Kejaksaan 

Republik Indonesia. 
 

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dibutuhkan 

kesatuan sistem administrasi termasuk administrasi 

kegiatan pengawalan  dan pengamanan pemerintahan 

dan pembangunan yang mudah dipahami, aman, 

berkesinambungan dan akuntabel dengan tetap 

menjaga kerahasiaan;  

b.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata 

kerja Kejaksaan termasuk bidang intelijen sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia dibutuhkan penyesuaian 

dan pembaharuan administrasi intelijen Kejaksaan; 

  c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor  PER-

024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen 

Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan 

perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
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ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Administrasi 

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5249);  

 3.  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 65); 

              4.  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1069); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG ADMINISTRASI 

INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. 

 

Pasal 1 

Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan administrasi 

khusus untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dan 

operasi intelijen Kejaksaan. 

 

Pasal 2 

(1) Administrasi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 meliputi: 

a. surat dan kode surat; 
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